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PALU, MERCUSUAR - Jelang tutup
anggaran 2013, masih ada Rp11,5 mi- ~
liar lebih dana alokasi khusus (DAK)
yang belum diserap Pemerintah Kota
(Pemkot) Palu. Hingga triwulan keem-
pat dana yang digunakan baru sebe-
sar Rp22 miliar dari total DAK 2013
Rp33,7 miliar.

Kepala Bidang Penatausahaan
Keuangan dan Akuntansi pada Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah, Bakran, ketika dik-
onfirmasi Jumat (6/12/2013), men-
gatakan kebanyakan proses pencairan
dirampungkan setelah pengerjaan
fisik selesai Desember ini. Jika tidak,
anggaran yang tidak habis itu akan
masuk dalam sisa lebih penghitungan
anggaran (silpa).

DAK 2013 yang diterima Kota Palu
sebesar Rp33.781.763.000. DAK tahap
satu ditransfer dari Kas Negara sebesar
Rp13.512.705.000. Sedangkan tahap
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kedua sebesar Rp20.269.058.000.
Dana puluhan miliar itu diarahkan
untuk membiayai kegiatan pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Pemkot. Di antaranya dinas
pekerjaan umum, dinas pendidikan,
badan lingkungan hidup dan dinas
kesehatan.

DAK terbanyak dialokasikan pada
dinas pendidikan untuk pengerjaan
rehab sekolah. Selain itu untuk dinas
kesehatan pada pelayanan farmasi
dan pelayanan kesehatan dasar, serta
dinas pekerjaan umum untuk in-
frastruktur jalan, infrastruktur air
minum, infrastruktur sanitasi dan

lainnya. "Besaran dana bagi setiap
SKPD sudah ditetapkan dan diperun-
tukkan untuk membiayai kegiatan,
baik fisik atau non fisik sehingga di-
harapkan penggunaan dananya mak-
simal sesuai tahapan,” ungkapnya.

Dijelaskan, penggunaan dana’

pada setiap tahapan harus terea-
lisasi sebesar 90 persen. Apabila
realisasinya masih belum mencapai
persentase itu, maka pencairan tahap
lanjutan tidak bisa dilakukan.
"Dampaknya, pencairan dana ta-
hap lanjutan bisa terlambat bahkan
tidak menutup kemungkinan dana
yang seharusnya diterima tahun

sambungan dari hal. 1

2013 baru bisa direalisasikan pada
2014 karena realisasi tidak tercapai,
bila SKPD tidak segera menyerahkan
surat perintah pencairan,” ujarnya.

Ditambahkan, kendala penyerapan
DAK akibat proses perencanaan dan
pelelangan yang memerlukan waktu
maupun adanya dinas yang baru di-
bentuk, sehingga belum melaksana-
kan kegiatan secara maksimal. "Kami
mengharapkan, pimpinan SKPD lebih
memperhatikan penggunaan DAK
sehingga penyerapannya mampu
mencapai target dan tidak mengham-
bat pencairan dana tahap lanjutan,”
tukasnya. aBs




